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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama dalam 

pembangunan perkotaan yang upaya penanganannya dari waktu ke waktu berbanding 

lurus dengan terus berkembang dan munculnya kawasan kumuh baru apabila tidak 

ditangani secara intensif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Permukiman kumuh adalah 

permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak 

sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi 

dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, 

kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, 

membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.
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Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. 

Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah 

merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang 

sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, 

merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi 

kesejahteraan yang rendah.
2
 Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah 

perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis 

untuk menciptakan perubahan serta menciptakan masyarakat yang lebih baik.
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Seperti halnya dijelaskan pada Q.S. Ar-Ra’d/13: 11 

الَهُ  بَ قّ عَ ُ مَا بنقَوْ ٍ   ۗ مْرن ٱللّنَ أَ مننْ  نهَُ  فظْووَ مننْ خَلْفنهن يَْ  يدََيْهن  منّن بَ يْن  ت  مُ ََِّنّ ُ و    نِ  ََّ ٌ  ٱلَلَّ ََ يُ  ََِّنّ حَتَّّ يُ 
مْ ۗ وَنِذَ آ أ رَ ٌدَ ٱلَلُّ بنقَوْ ٍ  سُوَ ءًٌ فَلا مَرَدَ لَهُ ۚ وَمَا لََمُْ ن ْ ٌْ مَا بنَ  هن  ٌ ل   ننهن مننْ وَ  دُو منّنْ  فُسن

Terjemahannya: 
 
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia”. 
 

    Maksud dari ayat tersebut adalah tidak ada yang bisa merubah keadaan apabila 

tidak ada keinginan untuk merubahnya, seperti lainnya pembangunan yang berbasis 

kepada infrastruktur atau masyarakat. Tidak ada perubahan yang lebih baik jika 

masyarakat hanya bisa menerima tanpa ikut berperan dalam proses pembangunan. 

Ayat tersebut menunjukan bahwa tinggal disebuah hunian dengan lingkungan yang 

layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah.
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 Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) merupakan program salah satu upaya 

strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Perumahan Rakyat untuk 

mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 

“100-0-100” yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, 

dan 100 persen akses sanitasi layak. 
5
 

 Sebelum program KOTAKU, program PNPM (Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat) mandiri terlebih dahulu hadir pada tahun 2007-2014, 
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berfokus dengan akses sosial dan kebutuhan masyarakat miskin. Kemudian pada 

2015 atau masa transisi berganti menjadi P2KKP (program penanganan kawasan 

kumuh perkotaan), yang berfokus pada mewujudkan kualitas sarana, prasarana dan 

kualitas umum yang lebih baik dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan 

kawasan permukiman. Setelah itu pada tahun 2016-2021 berubah menjadi KOTAKU 

(kota tanpa kumuh) dengan fokus pada peningkatan kualitas permukiman kumuh 

ddan pencegah timbulnya kumuh baru.
6
 

Permukiman kumuh yang ada di kota juga menjadi bagian dari permasalahan 

kemiskinan yang menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Menurut 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyatakan bahwa setiap 

orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh 

pelayanan Kesehatan.
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Kota pada umumnya berawal dari suatu permukiman kecil yang secara spasial 

mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan. Perkembangan kota 

merupakan suatu proses perubahan kota dari suatu keadaan ke keadaan yang lain 

dalam waktu yang berbeda yang dapat dicirikan dari penduduk yang makin 

bertambah dan makin padat, pembangunan-pembangunannya yang semakin rapat 

permukiman yang cenderung semakin luas, semakin lengkapnya fasilitas kota yang 

mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota. 

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang di hadapi beberapa kota di 

Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan bahkan di Kota Parepare. 

Perkembangan pembangunan di Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan 
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populasi manusia yang semakin meningkat setiap tahunnuya, serta para pendatang 

yang akhirnya menetap.  

Kota Parepare memiliki jumlah populasi penduduk sebesar 177.651 jiwa, terdiri 

dari empat Kecamatan diantaranya Kecamatan Ujung, Soreang, Bacukiki dan 

Bacukiki Barat serta terdiri dari 22 Kelurahan.
8
 Salah satu kelurahan di Kota 

Parepare, yaitu Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung menjadi lokasi 

penerapan program Kotaku. Kelurahan tersebut menjadi lokasi penerapan program 

Kotaku karena kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga kebanyakan 

masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, contohnya digorong-gorong 

akibatnya saluran air tersumbat dan terjadi banjir. Minimnya penerangan yang 

membuat masyarakat setempat atau orang yang ingin melewati kawasan tersebut 

merasa was-was juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh program Kotaku.  

Keadaan di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare juga 

terbilang kumuh, karena menimbulkan bau, tercermarnya lingkungan sekitar oleh 

sampah. Keadaan tersebut menjadi alasan diterapkannya program Kotaku. Kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan dalam program Kotaku yaitu: bangunan, jalan 

lingkungan, Drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan 

persampahan, pengelolaan air limbah, pemngamanan kebakaran, ruang terbuka 

publik. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare tentang Penetapan Lokasi 

Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Sabbang, telah teridentifikasi bahwa 

kawasan ini merupakan permukiman kumuh yang terletak di RW 009. Hasil dari 

program Kotaku awalnya berjalan dengan sangat baik, mulai dari pengerjaannya yang 

mengikutsertakan masyarakat hingga hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

                                                             
8
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 

22.05) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare


5 

 

 

sekitar. Fasilitas yang diberikan membuat RW 009 tidak lagi terlihat kumuh, 

misalnya saja tembok masyarakat yang warnanya diperbaharui dan membuat mural 

sehingga tidak terlihat kumuh, menambah lampu jalan pada setiap gang sehingga 

masyarakat bisa merasa lebih aman.  

Berkaitan dengan hal tersebut yang dapat dilakukan secara rutin oleh 

masyarakat untuk menjaga supaya lingkungan tidak kumuh dan segar adalah dengan 

melakukan pengelolaan sampah pribadi dan pemanfaatan lingkungan hidup. Namun 

yang ditemukan bahwa masyarakat merasa jalan yang biasa dilalui kini menjadi 

sempit, jalan tersebut juga memperkecil lahan untuk dijadikan parkiran. Selain itu, 

masyarakat sudah merasa nyaman dengan melakukan pengelolaan sampah secara 

berbayar karena tidak lagi memikirkan dimana tempat pembuangan sampah akhir 

yang akan dituju dan bagaimana dampak lingkungan di tempat pembuangan akhir 

(TPA) sampah. Masyarakat memahami program Kotaku dan lingkungan hidup bahwa 

dengan pengelolaan lingkungan yang baik akan dapat memberikan kesenangan, 

kesegaran, kesejukan, keindahan, menjaga kesehatan, dan terjaganya kebersihan. 

Namun Sebagian yang terlihat masih ada saluran pembuangan air, limbah, dan 

sampah yang tidak pada tempatnya.  Masalah sampah merupakan masalah yang 

selalu dialami oleh manusia di desa apa lagi di kota, sifat konsumerisme manusia dan 

gaya hidup modern yang serba praktis mendorong permasalahan sampah tidak aka 

nada habisnya dan akan berdampak pada pembanguna infrastruktur kotaku. 

Dampak pembangunan berbasis infrastruktur tidak pernah terlepas dari society 

(masyarakat). Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan 

sampai keberlanjutan pembangunan infrastruktur KOTAKU (kota tanpa kumuh). 

Terlebih dampak pembangunan akan lebih dirasakan oleh masyarakat dalam lingkup 
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kerja KOTAKU atau Kelurahan Ujung Sabbang. Maka dari itu sesuai dengan disiplin 

ilmu pengembangan masyarakat islam dengan adanya program ini maka masyarakat 

yang berada dalam lingkup kerja KOTAKU terberdayakan.  

Kenyataan tersebut di atas, mendasari perlu adanya penelitian tentang analisis 

dampak pembangunan berbasis infrastruktur program KOTAKU (kota tanpa kumuh) 

di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare sebagai bagian dalam meningkatkan 

kualitas permukiman perkotaan. Terkhusus lagi pada dampak positif dan negatif yang 

dihasilkan dari program ini yang akan menjadi objek analisis peneliti.  Segala sesuatu 

akan berubah menjadi lebih baik atau buruk seiring berjalannya waktu, fasilitas-

fasilitas yang telah dibangun tidak akan bertahan lama apabila kurangnya 

pemeliharaan dari masyarakat sekitar, seperti yang terjadi sekarang di RW 009 

Kelurahan Ujung Sabbang Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare. Hasil 

pembangunan dari program Kotaku tidak lagi berjalan dengan baik Tentu ada 

berbagai alasan mengapa hal tersebut terjadi. 

I.2.  Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini 

terdapat beberapa pertanyaan antara lain sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan program pembangunan berbasis Infrastruktur 

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare? 

1.2.2 Bagaimana dampak program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan 

Ujung Sabbang Kota Parepare? 

1.2.3 Bagaimana keberlanjutan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 

Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut 

1.3.1.1 Untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan berbasis Infrastruktur 

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare.  

1.3.2 Untuk mengetahui dampak program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 

kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare 

1.3.3 Untuk Mengetahui keberlanjutan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 

kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tinjauan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pengembangan Masyarakat Islam 

pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare. 

1.4.2 Tinjauan Praktis 

Secara melalui penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber 

informasi dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya, terkait program 

Kotaku di kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare. 

 


